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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-Undang RI Nomor 44, 2009). 

Pada awal perkembangannya, rumah sakit merupakan badan atau lembaga yang 

berfungsi sosial, tetapi saat ini dengan adanya rumah sakit swasta sehingga hal ini 

akan menjadikan rumah sakit saat ini lebih mengacu sebagai suatu industri yang 

bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dengan melakukan pengelolaan yang 

berdasar pada manajemen sebagaimana halnya badan usaha. 

 

2.1.1 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah 

Sakit mempunyai fungsi :  

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit; 

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; 

dan 

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

2.1.2 Hak dan Kewajiban Rumah Sakit 

1. Rumah Sakit memupunyai Hak sebagai berikut : 

a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia 

sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit; 
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b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, 

insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 

mengembangkan pelayanan; 

d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; 

f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan 

kesehatan; 

g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

h. Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah 

Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan. 

2. Rumah Sakit mempunyai kewajiban sebagai berikut : 

a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit 

kepada masyarakat; 

b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, 

antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan 

pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; 

c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan 

kemampuan pelayanannya; 

d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada 

bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 

e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu 

atau miskin; 

f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas 

pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat 

tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan 

kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;  

g. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; 
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h. Menyelenggarakan rekam medis; 

i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain 

sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, 

wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia; 

j. Melaksanakan sistem rujukan; 

k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi 

dan etika serta peraturan perundang-undangan; 

l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan 

kewajiban pasien; 

m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien; 

n. Melaksanakan etika Rumah Sakit; 

o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan 

bencana; 

p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara 

regional maupun nasional; 

q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran 

atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; 

r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit 

(hospital by laws); 

s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas 

Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan  

t. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan 

tanpa rokok. 

2.2 Akreditasi Rumah Sakit 

Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit 

setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi 

yang disetujui oleh Pemerintah. Pada bulan November 2024 Kementerian 

Kesehatan mencatat terdapat 3213 Rumah Sakit telah teregistrasi, terdiri dari 3143 

Rumah Sakit kelas A-D dan 70 RS Kelas D Pratama. Pemerintah mengharapkan 

pada tahun 2024 seluruh rumah sakit di Indonesia telah terakreditasi sesuai dengan 

target RPJMN tahun 2020 – 2024. 
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Dalam hal pelaksanaan penilaian Akreditasi Rumah Sakit, maka diperlukan 

adanya suatu alat bantu. Berdasarkan hal tersebut maka Kementerian Kesehatan 

menetapkan Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit. 

 

2.2.1 Tujuan Akreditasi Rumah Sakit 

Tujuan akreditasi rumah sakit menurut (Kusbaryanto, 2010) sebagai 

berikut : 

A. Tujuan Umum 

Tujuan umum akreditasi adalah mendapat gambaran seberapa jauh 

rumah sakit-rumah sakit di Indonesia telah memenuhi standar yang telah 

ditetapkan sehingga mutu pelayanan rumah sakit dapat dipertanggung 

jawabkan. 

B. Tujuan Khusus 

1. Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada rumah sakit 

yang telah mencapai tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan, 

2. Memberikan jaminan kepada petugas rumah sakit bahwa semua 

fasilitas, tenaga dan lingkungan yang diperlukan tersedia, 

sehingga dapat mendukung upaya penyembuhan dan 

pengobatan pasien dengan sebaik-baiknya,  

3. Memberikan jaminan dan kepuasan kepada customers dan 

masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit 

diselenggarakan sebaik mungkin. 

2.2.2 Manfaat Akreditasi Rumah Sakit 

 Manfaat akreditasi rumah sakit menurut (Kusbaryanto, 2010) sebagai 

berikut : 

1. Akreditasi menjadi forum komunikasi dan konsultasi antara rumah sakit 

dengan lembaga akreditasi yang akan memberikan saran perbaikan 

untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit; 

2. Melalui self evaluation, rumah sakit dapat mengetahui pelayanan yang 

berada di bawah standar atau perlu ditingkatkan; 
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3. Penting untuk penerimaan tenaga; 

4. Menjadi alat untuk negosiasi dengan perusahaan asuransi kesehatan; 

5. Alat untuk memasarkan (marketing) pada masyarakat. 

6. Suatu saat pemerintah akan mensyaratkan akreditasi sebagai kriteria 

untuk memberi ijin rumah sakit yang menjadi tempat pendidikan tenaga 

medis/ keperawatan; 

7. Meningkatkan citra dan kepercayaan pada rumah sakit. 

2.3 Standar Akreditasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 

Standar Akreditasi dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan 

penyediaan pelayanan bagi pasien (good clinical governance) dan upaya 

menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik 

(good corporate governance). Standar PMKP termasuk dalam Kelompok 

Manajemen Rumah Sakit. Standar ini menjelaskan pendekatan yang komprehensif 

untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang berdampak pada semua 

aspek pelayanan, mencakup: 

a. Peran serta dan keterlibatan setiap unit dalam program peningkatan 

mutu dan keselamatan pasien. 

b. Pengukuran data objektif yang tervalidasi. 

c. Penggunaan data yang objektif dan kaji banding untuk membuat 

program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. 

Standar PMKP membantu profesional pemberi asuhan (PPA) untuk 

memahami bagaimana melakukan perbaikan dalam memberikan asuhan pasien 

yang aman dan menurunkan risiko. Staf non klinis juga dapat melakukan perbaikan 

agar proses menjadi lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan 

risiko dapat dikurangi. 

Standar PMKP ditujukan pada semua kegiatan di rumah sakit secara 

menyeluruh dalam spektrum yang luas berupa kerangka kerja untuk perbaikan 

kinerja dan menurunkan risiko akibat variasi dalam proses pelayanan. Kerangka 

kerja dalam standar PMKP ini juga dapat terintegrasi dengan kejadian yang tidak 

dapat dicegah (program manajemen risiko) dan pemanfaatan sumber daya 

(pengelolaan utilisasi).  

Fokus standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien adalah: 
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a. Pengelolaan kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien dan 

manajemen risiko. 

b. Pemilihan dan pengumpulan data indikator mutu. 

c. Analisis dan validasi data indikator mutu. 

d. Pencapaian dan upaya mempertahankan perbaikan mutu. 

e. Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien rumah sakit 

(SP2KP-RS) 

f. Penerapan manajemen risiko 

 

2.4 Instrumen Akreditasi Rumah Sakit 

 Instrumen Akreditasi Rumah Sakit ini terdiri dari standar, maksud dan 

tujuan, serta elemen penilaian berdasarkan pada Kepdirjen Pelayanan Kesehatan, 

2024. Pada elemen penilaian ditambahkan daftar kelengkapan bukti sebagai acuan 

bagi surveior dalam memberikan penilaian dan dapat juga dipergunakan oleh rumah 

sakit sebagai acuan dalam mempersiapkan dokumen, wawancara dan simulasi. 

Pada elemen penilaian telah ditambahkan kode “R” untuk regulasi yang 

disusun oleh rumah sakit, dapat berupa SPO, pedoman, panduan, surat keputusan 

pimpinan rumah sakit dan lainnya. kode “D” untuk dokumen sebagai bukti 

pelaksanaan suatu kegiatan atau layanan, kode “O” untuk observasi yang akan 

dilakukan oleh surveior untuk mendapatkan bukti bahwa pelayanan atau kegiatan 

sudah dilakukan sesuai regulasi, kode “W” untuk wawancara atau kegiatan tanya 

jawab yang dilakukan oleh surveior yang dapat ditujukan kepada Pemilik rumah 

sakit, pimpinan rumah sakit, profesional pemberi asuhan (PPA), staf klinis, staf non 

klinis, pasien, keluarga, tenaga kontrak dan lain-lain. sesuai dan kode “S” untuk 

simulasi/peragaan kegiatan yang dilakukan oleh staf rumah sakit yang diminta oleh 

surveior. 


